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Abstrak 

Politik melibatkan proses pengambilan keputusan tentang isu-isu penting, seperti 

kebijakan publik, hukum, dan regulasi yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia ditandai dengan gelombang politik identitas 

yang begitu besar. Identitas menjadi fokus utama dalam kancah politik di Indonesia. 

Identitas yang banyak digunakan dalam pertarungan politik adalah identitas Islam. 

Politik identitas juga mewarnai dinamika demokrasi di Indonesia. Hal itu sudah 

beberapa kali ditunjukkan dalam perpolitikan Indonesia saat pemilihan kepala daerah 

dan pemilihan umum. Namun, pengaruhnya terhadap demokrasi, terhadap monopoli 

politik identitas akan memecah belah bangsa. Dalam beberapa tahun terakhir, politik 

identitas menjadi isu penting dan kontroversial di Indonesia. Politik identitas di 

Indonesia merujuk pada fenomena politik yang didasarkan pada identitas kelompok 

seperti agama, etnis, suku bangsa, dan budaya. Dalam Syariah tidak ada kata larangan 

untuk beridentitas, jadi disilahkan untuk beridentitas, asalkan sesuai norma-norma yang 

di jelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, 

lebih menekankan pada kualitas dari segi hakikatnya dalam kaitannya dengan konsep, 

nilai dan karakteristik yang terkait dengan objek penelitian. 

 
Kata Kunci: Politik, Identitas, Indonesia, Syariah. 

 

Abstract 

Politics involves the process of making decisions about important issues, such as public 

policy, laws, and regulations that will affect people's lives. In recent years, Indonesia has 

been marked by a huge wave of identity politics. Identity is a big highlight in the political 

scene in Indonesia. The identity that is widely used in political battles is Islamic identity. 

Identity politics also colors the dynamics of democracy in Indonesia. It has been displayed 

several times on the Indonesian political stage during local elections and elections. 

However, its influence on democracy, on the exclusivism of identity politics will create a 

division of the nation. In recent years, identity politics has become a significant and 

controversial issue in Indonesia. Identity politics in Indonesia refers to political phenomena 

based on group identity such as religion, ethnicity, ethnicity, and culture. Although identity 

politics has been practically recorded in its history, Islam itself has never approved and 

allowed identity politics because this approach violates one rule of the Islamic creed of 

indirect takfir between two parties who are both Muslims and damages human honor and 

dignity. This research uses a qualitative approach. Qualitative research emphasizes more on 

the aspect of natural quality related to concepts, values and characteristics inherent in the 

object of research. 
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1. PENDAHULUAN 

Politik adalah suatu bidang atau aktivitas yang berkaitan dengan pemerintahan, pengambilan 
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keputusan, dan pengaturan masyarakat. Secara umum, politik meliputi proses pembentukan 

kebijakan, pengaturan dan pembagian kekuasaan, serta pengarahan sumber daya dalam suatu negara 

atau wilayah tertentu. Tujuan utama dari politik adalah mencapai kesejahteraan masyarakat dan 

menjaga rasa aman dalam sistem pemerintahan. Aspek-aspek utama dalam politik meliputi 

Pengambilan Keputusan. Politik melibatkan proses pengambilan keputusa n tentang isu-isu penting, 

seperti kebijakan publik, hukum, dan regulasi yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.  

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ada lebih dari 17.000 pulau, 

ratusan suku bangsa, budaya dan bahasa lokal. Misalnya, Papua sendiri memiliki 252 suku dengan 

bahasanya masingmasing. Hanya dari segi keragaman budaya (pluralisme) hal ini dapat dikatakan 

sebagai prestasi sejarah yang sangat berharga jika Indonesia dapat bertahan lama. Oleh karena itu, 

apa yang disebut sebagai politik identitas yang sering muncul dalam sejarah modern Indonesia harus 

dikelola dan dikawal dengan bijak oleh penalaran sejarah yang tepat dan cerdas. Saat awal 

proklamasi, jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 70 juta; sekarang, pada awal abad ke-21, 

jumlahnya sekitar 250 juta, lebih dari tiga kali lipat sejak 1945, dan merupakan negara terbesar 

keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Agama dan budaya yang berbeda, 

masyarakat Indonesia dapat saling menghormati dan mentolerir perbedaan yang ada. 

Politik identitas di Indonesia banyak menuai pro dan kontra baik itu dari kelompok agama, 

suku, ras, partai politik dan lain sebagainya. Contohnya peristiwa Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 

telah menjadi fenomena dan menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat, tidak hanya masyarakat 

DKI Jakarta tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Kasus penistaan Alquran Q.S. Al-Maida [5]: 51 

salah satu pasangan calon (Paslon) membangkitkan semangat keberagamaan umat Islam sehingga 

aksi damai 212 berubah menjadi aksi protes di Jakarta, partai yang sangat luar biasa. Aksi damai 

212 di Jakarta mencontohkan eratnya hubungan antara agama (Islam) dan politik (negara) sebagai 

bentuk politik identitas yang begitu kuat sehingga DKI Jakarta terbentuk Pilkada 2017. 

2. METODE 

Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan karena data yang diteliti berasal dari kitab-kitab 

hadits, kitab-kitab, jurnal dan hasil-hasil penelitian ulama dan cendekiawan Islam. Data yang 

digunakan terbagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data utama meliputi haditshadits 

para Rasul yang berbicara tentang akidah. Data sekunder sebagai dasar data primer, diambil dari 

buku-buku dan hasil penelitian yang relevan terkait dengan objek penelitian. Analis data 

menggunakan metode analisis teks. Kisah-kisah Alquran dan politik identitas dikumpulkan 

kemudian dianalisis satu per satu isi, maksud dan tujuannya sehingga ajaran aqidah terekspresikan 

dengan jelas dan akhirnya dihayati suatu topik sesuai dengan isi Al-Quran dan hadits. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Politik identitas di Indonesia merujuk pada fenomena politik yang didasarkan pada identitas 

kelompok seperti agama, etnis, suku bangsa, dan budaya. Dalam beberapa tahun terakhir, politik 

identitas telah menjadi isu yang signifikan dan kontroversial di Indonesia. Berikut beberapa contoh 

politik identitas di Indonesia. 

a. Agama  

 Agama adalah aspek identitas yang kuat di Indonesia, dengan mayoritas penduduknya 

beragama Islam. Isu-isu agama seringkali digunakan sebagai alat politik untuk mempengaruhi 

pemilih dan mendapatkan dukungan. Agama memainkan peran penting dalam politik identitas di 

Indonesia, terutama karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Beberapa isu agama sering 

menjadi perdebatan politik, seperti isu kebebasan beragama, hukum Islam, dan hak-hak 

minoritas agama. Beberapa kelompok politik mencoba memperkuat basis mereka dengan 

menekankan isu-isu keagamaan atau mengaitkan diri mereka dengan kelompok agama tertentu. 

Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang sangat beragam dengan lebih dari 300 

kelompok etnis dan beragam agama. Keanekaragaman ini menciptakan tantangan dan peluang 

dalam mengelola politik identitas. 

b. Etnis dan Suku Bangsa 

 Indonesia memiliki keberagaman etnis dan suku bangsa yang kaya. Beberapa politisi 

telah mencoba memanfaatkan perbedaan ini untuk mendapatkan dukungan dari 

kelompokkelompok etnis tertentu. Meskipun demikian, hal ini juga dapat menyebabkan konflik 

dan ketegangan antar etnis jika tidak ditangani dengan bijaksana. Politik identitas sering kali 

menjadi elemen kunci dalam pemilihan umum di Indonesia(Majestya & Prayoga, 2022). Partai 

politik dan kandidat sering menggunakan isu-isu identitas untuk menarik dukungan pemilih dari 

kelompok etnis atau agama tertentu. Pendekatan ini dapat menyebabkan polarisasi dan 

mengurangi fokus pada isu-isu kebijakan yang lebih substansial. Sejarah Indonesia mencatat 

beberapa konflik yang dipicu oleh politik identitas, seperti konflik etnis dan agama(Stasevich, 

2022). Pengelolaan politik identitas yang tidak tepat dapat menyebabkan ketegangan dan konflik 

sosial di antara kelompok-kelompok yang berbeda. 

c. Daerah 

 Politik identitas juga sering berkaitan dengan identitas regional atau daerah. Beberapa 

wilayah di Indonesia memiliki ciri khas budaya dan politik sendiri, dan isu-isu daerah sering 8 

kali menjadi perdebatan dalam politik nasional. Politik identitas juga memainkan peran penting 

dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa wilayah mungkin 
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merasa bahwa identitas dan budaya mereka tidak cukup diakui atau dihormati oleh pemerintah 

pusat, yang dapat menyebabkan perasaan ketidakpuasan dan aspirasi otonomi. 

d. Gender dan Orientasi Seksual 

 Isu-isu seputar gender dan orientasi seksual juga menjadi bagian dari politik identitas di 

Indonesia. Beberapa organisasi dan gerakan berjuang untuk hak-hak LGBT dan kesetaraan 

gender, sementara yang lain mungkin menentangnya karena alasan agama atau budaya. 

Politik Identitas dalam Pandangan Syariah 

Di Indonesia, identitas Muslim adalah inti dari politik identitas, jadi apakah Islamofobia 

mengizinkan politik identitas? Menanggapi hal tersebut, banyak pandangan yang sifatnya pro dan 

kontra(Hamdi et al., 2018). Pemeritah misalnya, belum lama ini mendeklarsikan sikap menolak 

politik identitas karena dianggap sangat berpeluang besar untuk memecah belah masyarakat. Begitu 

juga dengan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) sama-sama sepakat menolak politik 

identitas. Berbeda pandangan dari salah satu partai muslim yaitu Partai Ummat, yang justru 

menyatakan secara gamblang bahwa partainya akan terang-terangan menerapkan politik identitas 

sebab bagi patai ummat, Melawan politik identitas adalah menghilangkan moralitas agama dalam 

dunia politik. Akibatnya, politik kehilangan makna dan terjebak dalam etika relatif dan situasional. 

Beberapa Prinsip Al-Qur’an yang Dapat Dihubungkan Dengan Konsep Politik Identitas 

dan Toleransi di Indonesia: 

Tafsir dan pandangan Alquran terkait politik identitas tidaklah tegas, karena Alquran lebih 

menekankan pada aspek moral, etika, dan prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi individu dan 

masyarakat. Berikut beberapa prinsip dalam Alquran yang dapat dihubungkan dengan konsep 

politik identitas dan toleransi di Indonesia: 

a. Keragaman dalam Ciptaan Allah 

ٰٓايَُّهَا ك مُْ انَِّا النَّاسُ  ي  نُْ خَلقَْن  ا نْث ى ذكََرُ  م ِ ك مُْ وَّ قَبَاۤىِٕلَُ ش ع وْبًا وَجَعَلْن  ىك مُْ اٰللُِّ عِنْدَُ اكَْرَمَك مُْ اِنَُّ ُۚلِتعََارَف وْا وَّ خَبيِْرُ  عَلِيْمُ  اٰللَُّ اِنَُُّۗاتَقْ   

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara 

kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Teliti.” 

Alquran menekankan bahwa manusia diciptakan dalam berbagai bangsa dan suku 

(Quran, 49:13). Ini menunjukkan penghargaan atas keragaman manusia dan mengingatkan 

bahwa perbedaan-perbedaan ini adalah bagian dari rancangan Allah. 

b. Persatuan dalam Beragama 
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QS. Ali 'Imran Ayat 103: 

وْا لَُ جَمِيْعًا اٰللُِّ بِحَبْلُِ وَاعْتصَِم  ق وْا وَّ وْاُۖتفََرَّ ُٰٓ فَاصَْبَحْت مُْ ق ل وْبكِ مُْ بيَْنَُ فَالََّفَُ اعَْداَۤءًُ ك نْت مُْ اِذُْ عَليَْك مُْ اٰللُِّ نعِْمَتَُ وَاذكْ ر   اِخْوَانًاُۚ بنِعِْمَتِه 

ى وَك نْت مُْ فْرَة ُ شَفَا عَل  نَُ ح  نْهَا فَانَْقَذكَ مُْ النَّارُِ م ِ لِكَُ ُۗم ِ تِهُ  لكَ مُْ اٰللّ ُ ي بَي ِنُ  كَذ  ي  تهَْتدَ وْنَُ لعََلَّك مُْ ا   

Artinya: “Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu 

(masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan 

karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi 

jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.” 

Alquran juga menekankan persatuan dalam keyakinan agama sebagai fondasi utama 

persaudaraan manusia (Quran, 3:103). Ini menunjukkan pentingnya mengutamakan 

persamaan dalam iman daripada perbedaan etnis atau budaya. 

c. Keadilan dan Kesetaraan 

QS. An-Nisa' Ayat 135: 

ٰٓايَُّهَا مَن وْا الَّذِيْنَُ ي  امِيْنَُ ك وْن وْا ا  ُِ ش هَداَۤءَُ بِالْقِسْطُِ قوََّ ٰٓى وَلوَُْ لِِلٰ ى فَالِٰل ُ فقَِيْرًا اوَُْ غَنيًِّا يَّك نُْ اِنُْ ُۚوَالَْقْرَبيِْنَُ الْوَالِديَْنُِ اوَُِ انَْف سِك مُْ عَل   اوَْل 

ى تتََّبِع وا فلََُ بهِِمَاُۗ ٰٓ ا وَاِنُْ ُۚتعَْدِل وْا انَُْ الْهَو  ٰٓ وْا اوَُْ تلَْو  خَبيِْرًاُ تعَْمَل وْنَُ بمَِا كَانَُ اٰللَُّ فَاِنَُّ ت عْرِض   

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi 

saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum 

kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu 

kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 

menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan 

menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu 

kerjakan.” 

Alquran menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam berbagai aspek 

kehidupan (Quran, 4:135). Ini dapat diterjemahkan sebagai prinsip politik yang 

mendukung perlakuan yang adil terhadap semua anggota masyarakat tanpa memandang 

identitas etnis atau budaya mereka. 

d. Toleransi dan Dialog 

QS. An-Nahl Ayat 90: 

رُ  اٰللَُّ اِنَُّ حْسَانُِ بِالْعَدْلُِ يَأمْ  ى ذِى وَايِْتاَۤئُِ وَالِْ ى الْق رْب  نْكَرُِ الْفَحْشَاۤءُِ عَنُِ وَينَْه  وْنَُ لعََلَّك مُْ يعَِظ ك مُْ وَالْبغَْيُِ وَالْم  تذَكََّر   

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, 

kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat 

mengambil pelajaran.” 
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Alquran mendorong untuk berinteraksi dengan orang-orang dari kelompok berbeda 

dengan cara yang baik dan penuh kesabaran (Quran, 16:90). Ini mencerminkan nilai-nilai 

toleransi, dialog, dan respek terhadap perbedaan dalam konteks politik dan social. 

e. Kerjasama dan Kebaikan 

QS. Al-Ma'idah Ayat 2: 

ٰٓايَُّهَا مَن وْا الَّذِيْنَُ ي  ىِٕدَُ وَلَُ الْهَدْيَُ وَلَُ الْحَرَامَُ الشَّهْرَُ وَلَُ اٰللُِّ شَعَاۤىِٕرَُ ت حِلُّوْا لَُ ا  يْنَُ وَلَُٰٓ الْقلََۤ م ِ
نُْ فَضْلًُ يبَْتغَ وْنَُ الْحَرَامَُ الْبيَْتَُ ا ۤ  مِ 

ب هِِمُْ نُ  يَجْرِمَنَّك مُْ وَلَُُۗفَاصْطَاد وْا حَلَلْت مُْ وَاِذاَُۗوَرِضْوَانًا رَّ ا انَُْ الْحَرَامُِ الْمَسْجِدُِ عَنُِ صَدُّوْك مُْ انَُْ قوَْمُ  شَنَا   عَلَى وَتعََاوَن وْا تعَْتدَ وْْۘ

ىُۖ الْبِر ُِ ثْمُِ عَلَى تعََاوَن وْا وَلَُ وَالتَّقْو  الْعِقَابُِ شَدِيْد ُ اٰللَُّ اِنَُُّۗاٰللَُّ وَاتَّق واُۖوَالْع دوَْانُِ الِْ  

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar 

kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang 

diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi 

Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah 

menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) 

kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu 

dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-

Nya 

Alquran mengajarkan pentingnya bekerja sama dalam melakukan kebaikan dan mencegah 

kemungkaran (Quran, 5:2). Ini dapat diterapkan dalam konteks politik identitas dengan 

mempromosikan kerjasama lintas kelompok untuk tujuan yang bermanfaat bagi semua.  

Politik Identitas di Indonesia dalam Pandangan Syariah 

Pandangan politik identitas di Indonesia dari perspektif syariah, atau hukum Islam di Indonesia: 

a. Agama sebagai Pusat Identitas 

Dalam pandangan syariah, Islam dianggap sebagai agama utama dan harus 

menjadi bagian sentral dari identitas individu dan masyarakat. Oleh karena itu, ada 

dorongan untuk mempertahankan dan memperkuat identitas Muslim di Indonesia dan 

menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari serta sistem politik 

negara. 

b. Pengaruh Islam dalam Kebijakan Publik 

Pandangan syariah dapat mendorong pengaruh Islam dalam pembuatan 

kebijakan publik di Indonesia. Ini mencakup implementasi hukum-hukum Islam atau 
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nilai-nilai Islam dalam berbagai bidang, termasuk hukum, pendidikan, sosial, dan 

ekonomi. Penganut pandangan ini mungkin mendukung undang-undang dan regulasi 

yang mencerminkan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip Islam. 

c. Perlindungan Identitas Muslim 

Pandangan syariah juga cenderung memperjuangkan perlindungan identitas 

Muslim dari pengaruh dan tekanan budaya asing yang dianggap bertentangan dengan 

nilai-nilai Islam. Hal ini dapat menyebabkan perlawanan terhadap globalisasi budaya 

atau praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan keyakinan Islam. 

d. Perlindungan Minoritas Muslim 

Meskipun Islam mayoritas di Indonesia, terdapat pula minoritas Muslim yang 

berbeda dalam kelompok etnis dan suku bangsa tertentu. Pandangan syariah 

menekankan perlindungan hak-hak dan identitas minoritas Muslim ini, termasuk hak 

mereka untuk beribadah dan menjalankan kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam 

mereka sendiri. 

e. Penentangan Terhadap Identitas yang Bertentangan dengan Islam 

Dalam pandangan syariah, ada penentangan terhadap identitas atau praktik 

yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, ada kelompok 

yang menentang pernikahan sejenis atau gerakan feminisme yang dianggap 

menyimpang dari ajaran Islam. 

f. Kesatuan Ummat (Persatuan Muslim) 

Islam mendorong persatuan dan kesatuan ummat, yang berarti mengutamakan 

identitas Muslim sebagai satu kesatuan dalam memahami keyakinan, nilai-nilai, dan 

tujuan hidup berdasarkan ajaran agama. Pandangan ini menekankan pentingnya 

menghindari perpecahan dan perbedaan yang dapat melemahkan persatuan umat 

Muslim. 

g. Keadilan dan Kesetaraan 

Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan di antara umat 

manusia, termasuk dalam konteks politik. Ini berarti tidak ada perbedaan 

diskriminatif berdasarkan suku bangsa, etnis, atau ras dalam memperlakukan individu 

dan kelompok di dalam masyarakat. 

h. Identitas Islam sebagai Prioritas Utama 

Dalam pandangan Islam, identitas Muslim harus menjadi prioritas utama 

dalam membentuk pandangan politik dan mengambil keputusan politik. Hal ini dapat 

mencakup mengutamakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam kebijakan 
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publik dan politik negara. 

i. Inklusivitas dan Keterbukaan 

Pandangan Islam mendorong inklusivitas dan keterbukaan terhadap perbedaan 

dalam masyarakat. Dalam konteks politik, ini berarti mengakomodasi berbagai 

identitas dan pandangan di dalam masyarakat, termasuk non-Muslim, dengan cara 

yang adil dan menghormati hak-hak semua warga negara 

j. Toleransi dan Dialog 

Islam menganjurkan toleransi terhadap perbedaan dan upaya untuk mencari 

pemahaman melalui dialog. Dalam politik identitas, hal ini mencakup berusaha 

memahami kepentingan dan aspirasi berbagai kelompok, serta mencari solusi yang 

inklusif dan damai bagi semua pihak yang terlibat. 

Dalam pandangan syariah tidak menyebutkan langsung istilah identitas, namun dalam pandangan 

syariah banyak mengisyaratkan tentang identitas, bahkan dalam isyarat-isyarat Al-Qur’anُ tersebutُ

mengatur bagaimana beridentitas dengan baik, menggunakan identidas dengan baik, sehingga tidak 

menyalahi aturan dalam menggunakannya. Sebagaimana di jelaskan dalam ayat-ayat yang terpapar 

di atas. Al-Qur’anُtidakُmelarangُseseorangُberidentitasُdalamُmencapaiُtujuanُ(dalamُberpolitik),ُ

bahkan Al-Qur’anُmembahasُlangsungُmengenaiُpemimpin.ُApakahُpemimpinُharusُlaki-laki atau 

perempuan, muslim atau non muslim, dan dari ras atau adatnya. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah dikemukakan pada bab-bab yang telah terpapra di 

atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Politik identitas di Indonesia adalah sebuah konsep yang 

merujuk pada identitas tersebut dan mempengaruhi pikiran dan pilihan politik, tujuan, dan interaksi 

mereka dalam kontestasi politikk. Di Indonesia, politik identitas sangat dipengaruhi oleh etnisitas, 

corak keagamaan, multikulturalitas, letak geografis dan lain sebagainya.  

Pandangan Syariah terhadap politik identitas di Indonesia melibatkan sejumlah konsep dasar 

yang memengaruhi munculnya politik identitas yakni konsep tauhid, konsep Ummah, Konsep adil, 

konsep Amr Bil Ma'ruf wa Nahi 'Anil Munkar, dan atau bisa saja karena adanya Konsep Islam 

Nusantara atau Islam modernis. Dalam Syariah tidak ada kata larangan untuk beridentitas, jadi 

disilahkan untuk beridentitas, asalkan sesuai norma-norma yang di jelaskan dalam ayat-ayat Al-

Qur’anُyangُsudahُterpaparُdiُatas. 

5. SARAN 

Terdapat beberapa saran dari peneliti, menanggapi persoalan politik identitas yang ada di Indonesia 

agar tidak terjadi polarisasi yang ada dalam kelompok masyaarakat. Berikut adalah beberapa saran 
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untuk mengelola politik identitas di Indonesia: 

1. Mendorong dialog dan dialog yang konstruktif 

2. Membangun kesadaran akan pluralism 

3. Prioritaskan inklusi sosial dan ekonomi 

4. Pertahankan kebebasan berbicara dan beragama 

5. Kurangi politisasi suku, agama, dan ras 

6. Dorong partisipasi politik yang inklusif 

7. Tanggapi secara tegas isu-isu kekerasan dan  diskriminasi 

8. Bangun kesadaran akan persatuan nasional 

Penelitian ini tentu jauh dari kesempurnaan. Simpulan yang dihasilkan juga bisa 

diperdebatkan. Kritik, saran dan masukan akan sangat dibutuhkan untuk perbaikan penelitian ini.  

Penulis berharap ada kajian-kajian lanjutan yang mengulas tema ini dengan lebih 

komprehensif dan menggunakan pisau analisis yang lain, sehingga pertanyaan-pertanyaan seputar 

politik identitas bisa terjawab dan memuaskan lebih banyak orang. 
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